
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ten tang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah dapat
melakukan kerjasama dengan pihak lain;

b. bahwa untuk terlaksananya kerjasama dengan baik dan
optimal perlu adanya pedoman bagi Badan Layanan
Umum Daerah sebagai acuan pelaksanaan kerjasama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
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4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor5063);

5. Undang-Undang Nomor44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (LembaranNegaraRepublik Indonesia tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5072);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor22, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6757);

8. Undang-UndangNomor36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun
2014 Nomor298, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor5607);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengedalian Intem Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);
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PELAKSANAANKERJASAMAPADA BADAN LAYANAN
UMUMDAERAHRUMAHSAKITUMUMDAERAHTALANG
UBIKABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR.

PEDOMANTENTANGBUPATIPERATURAN

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187) Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerja Sarna Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6219);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir Tahun 2022 Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi
Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:
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BAB I

KETENTUANUMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab

LematangHir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah

Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi yang

selanjutnya disingkat RSUD Talang Ubi adalah
Rumah Sakit Umum Daerah milik Kabupaten
Penukal AbabLematang Ilir;

5. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah
TalangUbi;

6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan
Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD
BLUDadalah Rumah Sakit UmumDaerah Talang Ubi
yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
LayananUmumDaerah;

7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
yang selanjutnya disingkat PPK-BLUadalah pola
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek­
praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya;

8. Kerjasama adalah kesepakatan antara pihak BLUD
RSUD Talang Ubi dengan pihak lain, yang dibuat
secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban
serta menguntungkan para pihak;

9. Kerjasama dengan pihak lain adalah kesepakatan
antara BLVDRSUDTalang Ubi dengan pihak lain
yang berbadan hukum;

10. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri
maupun luar negeri yang berbadan hukum;
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c. ekonomis;

d. sinergis;

e. saling menguntungkan;

f. kesepakatan bersama;

g. itikad baik;

h. persamaan kedudukan;

i. transparansi;

j. keadilan; dan

k. kepastian hukum

b. efektivitas;

pihak lain
(1) didasarkan

(2) Pelaksanaan kerjasama dengan
sebagaimana dimaksud pada ayat
pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. efisiensi;

(1) BLUDRSUDTalang Ubi dapat melakukan kerjasama
dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan;

11. Rencana kegiatan dan Anggaran Rumah Sakit Umum
Daerah yang selanjutnya disingkat RKARSUDadalah
Rencana kegiatan dan Anggaran Rumah Sakit Umum
Daerah Talang Ubi;

12. Kerjasama operasi adalah merupakan perikatan
antara BLUDRumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi
dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen
dan proses operasional secara bersama dengan
pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan
kedua belah pihak;

13.Sewa menyewa adalah penyerahan hak
penggunaarr/pemakaian barang BLUDRumah Sakit
Umum Daerah Talang Ubi kepada pihak lain atau
sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa
bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu,
baik sekaligus maupun secara berkala;

14.Usaha lainnya adalah kerjasama dengan pihak lain
yang menghasilkan pendapatan bagi BLUDRumah
Sakit Umum Daerah Talang Ubi dengan tidak
mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi
kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi;

BAB II

KERJASAMA BLUD RSUDTALANGUBI

Pasal2
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Pasal6
Data yang lengkap mengenai objek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang akan
dikerjasamakan, dilakukan :
a. penentuan prioritas objekyang akan dikerjasamakan;

dan
b. penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui

surat penawaran.

Pasal5

Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai
berikut:
a. menyusun rencana ketjasama terkait obyek yang

akan dikerjasamakan;
b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap

mengenaiobyekyang akan dikerjasamakan; dan
c. menganalisa manfaat dan biaya kerjasama yang

terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan
secara swakelola.

BABIV
TATACARAKERJASAMA

Pasal4
Tata cara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui
tahapan:
a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyiapan kesepakatan;
d. penandatanganan kesepakatan;
e. penyiapan perjanjian;
f. penandatanganan perjanjian; dan
g. pelaksanaan.

BAB III

BENTUKKERJASAMA
Pasal3

(1) Bentuk kerjasama dengan pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam
bentuk perjanjian kerjasama yang meliputi :
a. kerjasama operasi;
b. sewamenyewa;atau
c. usaha lainnya.

(2)Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c adalah usaha yang menunjang tugas dan
fungsiBLUDRSUDTalangUbi.
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Pasal9
Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 4 huruf e, disusun rancangan
perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat
materi:
a. subjek kerjasama;

b. objek kerjasama;

c. ruang lingkup kerjasama;

d. hak dan kewajiban;

e. jangka waktu kerjasama;

f. keadaan memaksa/force majeure;

g. penyelesaian perselisihan; dan

h. pengakhiran kerjasama.
BABV
BIAYA
PasallO

(1)Biaya administrasi Perjanjian Kerjasama/Mol)
dengan pihak lain tentang Pelayanan Kesehatan
Rawat Inap dan Rawat Jalan sebesar Rp.500.000,­
(limaratus ribu rupiah)/MoU;

Pasal 7
Penawaran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 huruf
(b)paling sedikit memuat :
a. objekyang akan dikerjasamakan;
b. manfaat kerjasama;
c. bentuk kerjasama;
d. tahun anggaran dirnulainya kerjasama; dan
e. jangka waktu kerjasama.

Pasal8
Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disusun kesepakatan
bersama yang memuat antara lain:
a. identitas para pihak;

b. maksud dan tujuan;

c. objek dan ruang lingkup kerjasama;

d. bentuk kerjasama;

e. sumber biaya; dan
f. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama,
termasuk jangka waktu penyusunan rancangan
petjanjian kerjasama, jadwal pembahasan dan
penandatanganannya.
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Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal ,,, !)Af\tU,{.>.(l..1 2022

SEKRETARISDAERAH A
~ KABU~UKAL ABAB LEMATANG ILIR, If-

J)K:trRIIRA YANTI 7>

BERIT:bAERAH KABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR

TAHUN2022 NOMOR ~

~

VHERI AMALINDO

Pasal12

(1)Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD RSUD
Talang Ubi dilakukan pemantauan secara berkala
oleh Direktur BLUDRSUD Talang Ubi;

(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan
pencapaian dan dampak kerjasama.

BAB VII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Di tetapkan di Talang Ubi
pad a tanggal ,6 ,JANuPll-I 2022

BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR,~

(2) Pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke
rekening Bank Sumsel Babel RSUD TL. UBI KAB.
PALldengan nomor rekening : 157-301-0026

BABVI
HASILKERJASAMABLUDRSUD TALANGUBI

Pasal 11

(1) Hasil kerjasama BLUD RSUD Talang Ubi merupakan

pendapatan BLUD RSUD Talang Ubi;

(2) Pendapatan BLUD RSUD Talang Ubi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara
langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai
dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD
Talang Ubi.
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